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Hal . Training Of Trainer SAKTI Web Modul Administrasi Dan Penganggaran Untuk

Yth

Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019

. Sekretariat Jenderal/Sestama

Kementerian Negara/Lembaga
di tempat (terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

(SAKTI), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Pada saat ini Piloting SAKTI Tahap |, I, dan lll telah selesai dilaksanakan untuk seluruh
Satuan kerja (Satker) lingkup Kementerian Keuangan dan PPATK.

Tahap berikutnya adalah dilaksanakannya perluasan Piloting SAKTI yang kemudian
dilanjutkan dengan implementasi SAKTI ke seluruh K/L di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memperlancar tahapan-tahapan SAKTI tersebut, maka sebelumnya periu
dilaksanakan fraining of trainer (ToT) untuk pegawai di K/L yang bersangkutan..

Calon trainer SAKTI| yang dihasilkan dari pelatihan ini nantinya akan melanjutkan pelatihan dan
pendampingan SAKTI pada instansi masing-masing.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Direktorat SITP berencana menyelenggarakan ToT
SAKTI Web Modul Administrasi Dan Penganggaran Untuk K/L Tahun 2019 selama 3 (tiga)
minggu/ batch berturut-turut di Treasury Learning Center 1| — KPPN Bogor.

Setiap satker K/L (terlampir) diharapkan dapat mengirim 1 (satu) orang calon trainer
setiap minggu/ setiap batch (total ada 3 orang calon trainer selama 3 batch).

Adapun jadwal ToT SAKTI Web Modul Administrasi Dan Penganggaran Untuk K/L Tahun 2019
sebagai berikut:

No. Kelas Tanggal Jumlah Peserta
1 | Modul Administrasi & 18 - 22 November 2019 84 orang
Penganggaran dari 84 K/L
2 | Modul Administrasi & 25 — 29 November 2019 84 orang
Penganggaran dari 84 K/L
3 | Modul Administrasi & 2-6 Desember 2019 84 orang
Penganggaran dari 84 K/L




8. Akomodasi, konsumsi serta biaya bantuan transportasi ditanggung/ dibebankan pada DIPA
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2019, sedangkan uang
harian peserta ditanggung/ dibebankan DIPA masing-masing peserta.

9. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi contact
person 0853-1269-3636 (Gilang).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,

~

?/ Saiful islamtf

Tembusan :
Direktur Jenderal Perbendaharaan



@ =bonon D G B

NN NN N MNMN =S e - = = b =4 A A A
AR WON-=22 000~ SAWN=O -

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Lampiran |

Surat Direktur Sistem Informasi Teknologi
Perbendaharaan

Nomor :S- B4 /PB.8/2019
Tanggal : VA November 2019

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAHKAMAH AGUNG

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERTAHANAN

. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

. KEMENTERIAN PERTANIAN

. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

. KEMENTERIAN KESEHATAN

. KEMENTERIAN AGAMA

. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

. KEMENTERIAN SOSIAL

. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PARIWISATA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

BADAN INTELIJEN NEGARA

LEMBAGA SANDI NEGARA

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

BADAN PUSAT STATISTIK

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



42.
43.
44,
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
it
78.
79.
80.
81.

82.
83.
. BADAN EKONOMI KREATIF

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

KOMISI YUDISIAL RI

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
SEKRETARIAT KABINET

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS SABANG

BADAN KEAMANAN LAUT

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN



Lampiran 11
Surat Direktur Sistem Informasi Teknologi

Perbendaharaan =
Nomor :S- SY /PB.8/2019
Tanggal : ¥~ Novemberr 2019

Ketentuan
Training of Trainer SAKT| Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2019

. Syarat Peserta :

a. Diutamakan merupakan calon user SAKTI di masing-masing satuan kerja;

b. Memahami proses bisnis penganggaran;

¢c. Memahami penggunaan aplikasi pengelola keuangan eksisting;
Peserta wajib melakukan registrasi online dan upload Surat Tugas di alamat
http:/bit.ly/REGISTRASISAKTIWEB

. Jadwal bimtek dapat diunduh ketika melakukan registrasi online.

Lokasi menginap di Hotel Sahira Butik dan lokasi training di Treasury Leaming Center (TLC) I,

KPPN Bogor.

Peserta diharapkan membawa obat-obatan/ kelengkapan pribadi.
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Jadwal Acara

Training of Trainer SAKT| Kementerian Negara/Lembaga

Tahun 2019

Hari/ Tanggal Waktu Acara Tempat
Senin
18 November ; : . :
25 Noveiibar 14.00 - 17.00 Registrasi Peserta Hotel Sahira Butik
2 Desember
Selasa
19 November 08.00 - 09.00 Pembukaan Acara KPPN Bogor
26 November 09.00-17.00 Materi SAKTI Ruang TLC Il
3 Desember
Rabu
20 November : KPPN Bogor
27 November 08.00 - 17.00 Materi SAKTI Ruang TLC Il
4 Desember
Kamis
21 November 08.00 - 16.00 Materi SAKTI KPPN Bogor
28 November 16.00 - 17.00 Penutupan Ruang TLC Il
5 Desember
Jumat
22 November 08.00 - 12.00 . .
26 Nioveriiar Check out Hotel Sahira Butik
4 Desember

e Hotel Sahira Butik

JI. Paledang No.53, RT.03/RW.02

Bogor

(0251) 8312118
http://sahirabutikhotel.com/

o KPPN Bogor — Treasury Learning Center (TLC) Il
JI. Ir. H. Juanda No.62, RT.01/RW.13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16122




